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Pengantar

Alhamdullilaahi rabbil ‘aalamin, buku transformasi administrasi negara dengan dua
jilid ini adalah kumpulan makalah yang di dapat dari konferensi administrasi negara
ketiga di Bandung pada 6-8 Juli 2010, konferensi administrasi negara yang dilak-
sanakan di Bandung ini adalah keterusan dari konferensi administrasi negara satu
dan dua yang dilaksanakan di Yogyakarta (UGM) dan Surabaya (Unair). Berbagai kum-
pulan makalah ini yang sangat banyak diterima oleh panitia konferensi menyebabkan
tidak semua makalah masuk dalam buku ini. Walaupun ada berbagai makalah yang
tidak diterima dalam buku ini dikarenakan faktor teknis seperti makalah sudah diter-
bitkan ditempat lain dan sebagainya.

Hasil-hasil dari makalah ini mengalami proses editing oleh tiga editor dari konferensi
administrasi negara tiga. Buku pertama yang berjudul transformasi administrasi neg-
ara: perspektif manajerialisme, mengemukakan berbagai perubahan dalam konsep
manajemen pada sektor publik. Kemudian buku kedua yang berjudul transformasi
administrasi negara: perspektif politik dan kebijakan publik ini juga mengalami pe-
rubahan yang sangat signifikan terutama setelah era reformasi saat ini, dimana politik
suatu bangsa sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakannya.

Makalah-makalah ini mengalami proses editing sehingga ada beberapa kata-kata, kali-
mat atau tanda yang berubah, tetapi tidak merubah makna yang terkandung di dalam-
nya. Proses editing ini memakan waktu yang sangat lama karena berbagai makalah
tersebut memang memiliki kekhasan masing-masing, sehingga kami memerlukan
penelaahan dan terkadang perlu mengkonfirmasi ulang pada para penulis.

Kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan para teman-teman di program
studi ilmu administrasi negara, FISIP, UNPAD serta LP3AN (Lembaga Penelitian, Pela-
tihan dan Pengkajian Administrasi Negara) yang telah bersusah payah menyelengga-
rakan acara konferensi ini sehingga dapat berlangsung dengan baik.

Pada momen ini juga perlu kami sampaikan pada konferensi administrasi negara
ketiga ini juga tercetus suatu organisasi ilmu administrasi publik yang diharapkan
menjadi ajang silaturahim para pakar dan pemerhati administrasi negara di Indone-
sia. Kami haturkan juga terima kasih yang tidak terkira pada IAPA (Indonesia Asso-
ciation for Public Administration) yang sudah menjadi wadah perkumpulan ilmuwan
dan pemerhati administrasi negara. Buku ini diluncurkan pertama kali di Konfer-
ensi Administrasi Negara keempat di Makasar, agar momen dari konferensi ini tidak
berkurang, dan pemakalah tertarik lagi untuk menulis makalahnya di konferensi-kon-
ferensi berikutnya.

Terakhir kami harap, buku kumpulan makalah ini dapat memberikan makna yang be-
sar bagi para pemerhati dan pakar administrasi publik, baik secara konsepsi ataupun
praktis.

Bandung, 31 Mei 2011
Editor
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Abstrak

Malkalah ini akan menyampaikan transformasi administrasi negara dalam perspektif
politik dan kebijakan publik. Perubahan politik di Indonesia menyebabkan berbagai
sendi kehidupan di tanah air menjadi ikut berubah, perubahan ini didapat dari dalam
dan juga dari luar. Perubahan ini sangat mendasar dari demokratisasi politik di Indo-
nesia, sehingga secara langsung mempengaruhi pola kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Struktur pemerintahan daerah yang diberikan otonomi lebih menyebabkan
struktur politik dan kebijakan-pun menjadi berubah drastis, pemerintah daerah ditun-
tut untuk lebih inovatif dan kreatif untuk menterjemahkan keinginan masyarakat. Men-
terjemahkan keinginan ini dapat menjadi multitafsir sehingga, perubahan ini perlu ada
pembatas yang jelas. Makalah ini juga akan menyampaikan beberapa hasil makalah
dari konferensi administrasi negara tiga di Bandung, dengan berbagai temuan tentang
hukum, politik dan kebijakan di beberapa daerah dan juga pusat.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan Publik dan Perubahan.

Pendahuluan

Keunikan administrasi negara yaitu terletak pada fondasi ilmu ini sendiri yaitu poli-
tik dan kebijakan publik. Politik merupakan ilmu yang pertama kali menjelaskan
fenomena administrasi publik, kekuasaan dan kewenangan merupakan kajian ilmu
politik. Politik merupakan “art of possibilities” atau seni tentang segala kemungkinan,
dalam politik segala aspek kehidupan dapat dipolitisasikan, politik juga merupakan
salah satu ide yang dapat dihasilkan oleh manusia atau disebut juga bahwa manusia
itu adalah zoon politicon atau manusia politik. Kelabilan dan keabu-abuan politik ini
harus diformalisasi dalam bentuk hukum positif yang dapat dimengerti oleh semua
pihak, politik bersifat abstrak dan sangat luas, oleh karena itu perlunya pembatasan
dalam koridor kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan ilmu pembeda
dengan ilmu dasar lainnya seperti sosiologi, antropologi, kimia, dan sebagainya. Se-
bagai ilmu, kebijakan publik merupakan ilmu yang sangat diperlukan oleh para ad-
ministrator untuk menerjemahkan kehendak dari para politisi yang merupakan wakil
rakyat. Perubahan yang terjadi dalam politik di Indonesia satu dasawarsa terakhir
menyebabkan

Politik dalam Arus Demokrasi

Bentuk terpenting dari trend negara modern saat ini adalah dikaitkannya negara
modern dengan demokrasi, kemudian produk ekonomi kapitalis dan ekonomi pasar.
Hal inilah yang menyebabkan perdebatan sengit antara para ilmuwan saat ini. Konsep
awal demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Demokratia. Demo berarti rakyat
dan Kratos artinya memerintah. Arti dasar kata demokrasi adalah sistem politik yang
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diperintah oleh rakyat, bukan kalangan monarki atau aristokrat. Kelihatannya seder-
hana, tapi sebenarnya tidak. Seperti disinggung oleh David Held, pertanyaannya bisa
dialamatkan pada setiap frasa berikut: Memerintah, Pemerintahan oleh dan Rakyat.
o Frasa rakyat, yaitu:
1. Siapayang dimaksud dengan “rakyat” itu?
2. Dalam bentuk apa partisipasi rakyat?
3. Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjamin partisipasi rakyat?
o Frasa Memerintah, yaitu:
1. Sejauhmana lingkup memerintah itu? Apakah terbatas kepada bidang pemerin-
tahan atau ada demokrasi industri?
2. Apakah memerintah mencakup keputusan sehari-hari yang harus diambil oleh
pemerintah, atau hanya mengacu ke keputusan kebijakan utama saja?
o Frasa Diperintah oleh, oleh yaitu:
" 1. Apakah perintah “rakyat” harus dipatuhi? Bagaimanakah mengukur kepatuhan
dan pembangkangan?
2. Apakah ada kemungkinandimana beberapa “rakyat” bertindak diluar hukum,
jika mereka percaya bahwa hukum yang ada tidak adil?
3. Kapan Pemerintah Demokrasi menggunakan cara kekerasan terhadap mereka
yang dianggap menetang kebijakan pemerintah?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi beragam sesuai periode waktu dan
masyarakat. Misalnya, “rakyat” sebelumnya sudah menyadari bahwa mereka adalah
sebagai pemilik, baik kulit putih kalangan terdidik, rakyat awam, orang dewasa pria
dan wanita. Pada bidang politik saja, sedang di masyarakat lain, demokrasi meliputi
kehidupan sosial lainnya.

Peranan perubahan dalam masyarakat Indonesia sendiri dalam politik sangat besar,
ini juga menjadi faktor pendorong memproduksi kebijakan yang baik. Perubahan
politik yang sangat besar di Indonesia juga menyebabkan arus demokrasi sedikit me-
nyerupai konsep liberalisme, bahkan ada kecendrungan untuk bersembunyi di balik
liberalisme pasar, ini diperlihatkan dengan pasar makro di Indonesia terbuka sangat
besar jika dibandingkan dengan beberapa pasar makro di beberapa negara di Asia
Tenggara. Roda pembangunan di tanah air menjadi semakin liberal dan bebas, ini di-
karenakan masyarakat salah mengartikan demokrasi sebagai kebebasan tanpa tang-
.gung jawab. Sehingga peranan administrasi negara sebagai agen pelaksana dari kebi-
jakan menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelum era reformasi.

Arus demokratisasi di Indonesia juga menghambat peran penegakan hukum. Peran
penegakan hukum menjadi terbiaskan oleh unsur-unsur politik yang memang san-
gat abu-abu, sehingga banyalk kasus penegakan hukum di tanah air jika dibawa ke
arah politik, penegakan hukum tersebut akan menjadi tidak kuat dan cenderung di le-
mahkan. Belum lagi kasus-kasus politik lokal dimana politik lokal juga memiliki peran
yang sangat besar dalam merubah pembangunan kebijakan di tanah air.



Kebijakan Publik Indonesia sebagai Produk Demokratisasi

Arus demokrasi di tanah air ini menjadi salah satu bahan yang memperkuat kebijakan
publik di Indonesia. Peran serta masyarakat sebagai salah agen perubah dalam ke-
bijakan publik juga memiliki bagian yang sangat penting, ini dapat kita lihat dengan
semakin besarnya pengawasan masyarakat pada kekuasaan. Berbagai kebijakan men-
jadi lebih terasa kental pada masyarakat Indonesia. [lmu kebijakan sebagai salah satu
cara menerjemahkan berbagai keinginan masyarakat ini perlu mendapat perhatian
lebih dibandingkan dengan politik, karena kebijakan sendiri sangat terukur dan mu-
dah untuk dilihat. ;

[Imu kebijakan sendiri mencakup metode penelitian proses kebijakan, hasil dari studi
kebijakan dan hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting
untuk memenuhi kebutuhan inteligensi di era kita sekarang (Laswell, 1951). Bahkan
laswell (1987) menuliskan bahwa ada dua pendekatan utama dalam mendefinisikan
kebijakan, yang pertama adalah term pengetahuan dalam proses politik dan penge-
tahuan tentang proses politik. Analisis kebijakan yang merupakan bagian dari sistem
suatu kebijakan berkaitan dengan pengetahuan dalam, dan untuk, proses politik. Se-
dangkan proses kebijakan berkaitan dengan pengetahuan tentang formasi dan imple-
mentasi kebijakan publik. Kebijakan publik dalam berbagai literatur politik meru-
pakan “problem solver” sebagai pemecah masalah dari kebuntuan politik. Pemecahan
masalah ini oleh Herbert Simon dituliskan seba{gai pola pengambilan keputusan den-
gan mengenyampingkan tindakan subyektif dan rasional. Simon menuliskan tentang
arti intelegensia, desain, dan pilihan.

Tujuan kebijakan publik dalam Riant Nugroho (2010) menuliskan ada dua yaitu
pemahaman secara distributif vs redistributif, dinamisasi vs stabilisasi, memperkuat
negara vs pasar dan regulatif vs deregulatif, pemahaman distributif sendiri yaitu
mendirtibusikan sumber daya negara, diatributif ini merupakan lawan dari absortif
yang memiliki makna menyerap sumber daya negara. Sedangkan dinamisasi Riant Nu-
groho (2010) menuliskan dengan kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya
negara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, lawan dari dinamisasi ini sendiri
adalah stabilisasi yang menekankan pada kebijakan secara kaku. Sedangkan kebijakan
memperkuat negara atau memperkuat pasar yaitu bagaiman peran negara memper-
tahankan monopolinya terhadap sumber-sumber negara melawan sumber-sumber
yang dimiliki oleh pasar yang memiliki kemampuan untuk mengatur sendiri, jika dibi-
arkan terjun bebas maka rakyat akan dikorbankan, namun jika terlalu di monopoli
maka tidak akan berkembangnya sektor pasar ini dan negara diambang menjadi neg-
ara otoriter. Tujuan kebijakan terakhir adalah kebijakan regulatif melawan kebijakan
deregulatif yang maksudnya regulatif ini mengatur dan membatasi.

Menurut David Easton, “Public policy is the authoritative allocation of values for the
whole society”, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa ke-
Pada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan
oleh Easton (Thoha 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh
Masyarakat, Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif un-
tuk seluryh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untulk dikerjakan



atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Sedangkan menurut Carl J. Friedrick adalah “Public policy is a proposed course of ac-
tion of a person, group, or government within a given environment providing obstacles
and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to
reach a goal or realize an objective or purpose’; merupakan kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempa-
tan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka men-
capai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye sendiri “Public policy is whatever gov-
ernments choose to do or not to do’, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat
perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan
termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah.

Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cuk-
up besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilaku-
kan pemerintah. Sedangkan James E. Anderson berpendapat bahwa “Public policies
are those policies developed by governmental bodies and officials” atau kebijakan publik
adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-peja-
bat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalaan teknis dan administra-
tive saja.Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelom-
pok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Berbagai perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia sangat terasa pada sen-
di-sendi bangsa, ini diperlihatkan dengan kebebasan berkumpul, berserikat dan
mengeluarkan pendapat di jamin oleh pemerintahan. Sehingga sangatlah wajar jika
beberapa tahun ini demonstrasi atau kritik-kritik terhadap pemerintah mudah dic-
ari, dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Politik ini juga sampai pada tahap
pemerintahan daerah dimana masyarakat di daerah dapat memilih wakil-wakil raky-
atnya langsung. Kebijakan-kebijakan pro daerah pun sudah lazim kita dapat, semi-
salnya berbagai pungutan, retribusi atau pajak yang diambil oleh daerah tersebut
merupakan salah satu semangat reformasi politik di Indonesia yang mengedapankan
pembangunan-pembangunan di daerah.

Negara Kebijakan

Konsep negara kebijakan diperkenalkan pertama kali oleh Rosenbloom (1999), kon-

sepsi ini sebagai salah satu peran negara dalam mendekatkan diri dengan masyara-

katnya. Negara kebijakan yang diperkenalkan tersebut oleh Rosenbloom tersebut di

sebut juga dengan negara prosedural, dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan

masyarakat perlu diprosedurkan secara terperinci, seperti sasaran, targetnya, cara
. pelaksanaannya dan sebagainya.

Kebijakan di Indonesia saat ini juga mengalami inovasi yang sangat luar biasa jika
dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Kebijakan di daerah sangat mendomina-
si kebijakan di tanah air, namun kualitas kebijakan ini sendiri masih jauh dari harapan
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masyarakat. Selain itu juga peranan pemerintah pusat masih sangat besar dalam ber-
bagai sektor, yang sebetulnya sektor tersebut sudah bukan ranah pusat, semisalnya
pembangunan jalan yang masih di dominasi oleh pusat padahal dalam Undang-Un-
dang Dasar 1945, amandemen ke empat menuliskan bahwa pemerintah pusat hanya
mengatur empat (4) sektor yaitu, agama, keamanan, moneter/keuangan, kehakiman.

Namun masih besarnya peran pemerintah pusat terhadap berbagai sektor pemban-
gunan dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah yang belum siap untuk memban-
gun daerahnya. Seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia di daerah
yang sangat terbatas sangat mempengaruhi berbagai produk kebijakan mendapat
kegagalan.Transformasi terutama terjadi pada pemerintahan di daerah ketika dalam
penyusunan dan melaksanakan suatu kebijakan, ada juga kebijakan yang dilakukan di
pusat namun pelaksanaan di daerah sehingga menyebabkan para pelaksana kebijakan
di daerah susah menerjemahkan kebijakan dari pusat. Saling tumpang tindih kebi-
jakan juga berlangsung di beberapa daerah dan pusat, ini juga memberikan preseden
buruk bahwa pemerintah kurang dalam koordinasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan di Indonesia yang disebabkan
arus demokrasi di Indonesia lebih banyak di dominasi ketidak siapanpemerintah dae-
rah untuk melaksanakan berbagai aktivitas kepemerintahan.

Oleh karena itu dalam memahami kebijakan publikaparat perlu dibekali dengan kon-
sepsi sosialisasi, pemberdayaan dan partisipasi yang memang ini adalah teori dalam
sosiologi, yang perlu dikembangkan dalam membangun keterkaitan pengertian an-
tara pemerintah dan masyarakat. Karena untuk kasus-kasus kebijakan di Indonesia
penulis melihat kualitas hasil kebijakan sudah sangat bagus, namun dalam tahap
pelaksanaan cenderung sangat lambat dan jauh dari harapan. Oleh karena itu penulis
menganggap bahwa pemerintah perlu mendekatkan diri dengan masyarakat teruta-
ma dalam pemberdayaan, partisipasi dan sosialisasi. Konsepsi pemberdayaan sendiri
sebetulnya bukanlah barang baru di dunia administrasi publik sebenarnya konsep ini
berkembang pada awal 1980an oleh konsepsi Friedman (1985) beliau menuliskan
bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah perlu memberikan kesepa-
haman dengan masyarakat akan arti pentingnya suatu kebijakan, karena untuk ber-
bagai kasus kebijakan di era tersebut pemerintah dianggap tahun segalanya tentang
masyarakat sehingga pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh para pengua-
s, sehingga cerminan kebijakan sebagai keputusan dari masyarakat tidaklah tepat.

Partisipasi dalam kebijakan publik juga merupakan hal yang sangat serius perlu di-
tekankan dalam kebijakan publik, walaupun kebijakan itu berkaitan dengan suatu
barang atay kebendaan, namun barang dan kebendaan tersebut merupakan keper-
luan manusia, Sehingga ilmu kebijakan sendiri menurut Laswell merupakan ilmu yang
berkaitan dengan manusia itu sendiri.

Kemudian sosialisasi sendiri ini merupakan bentuk dari distribution of information
yang mengedepankan arti penting penyebaran informasi kebijakan kepada masyara-
kat Juas, agar mendapat perhatian serius. Masyarakat mengetahui ini agar memper-
Mudah kebijakan itu sendiri dan juga sebagai perwujudan transparansi dan akuntabil-




itas publik. Penilaian kebijakan itu sendiri seyogyanya tidak dinilai oleh pemerintah ]
itu sendiri, karena jika dinilai oleh pemerintah itu sendiri maka tidak akan tersedia ke- ¢
seimbangan antara penguasa dan yang dikuasai, serahkan penilaian itu kepada pihak ‘
ke tiga (LSM, lembaga auditor publik, para akademisi, atau wakil-wakil masyarakat).
Keseimbangan dalam menilai kebijakan publik ini merupakan bentuk dari semakin -
besarnya peran masyarakat dalam konsensus kebijakan. i

Kesimpulan dan Saran 1
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kebijakan di Indonesia menuju lebih i
dinamis merupakan hal yang sangat positif bagi masyarakat, namun para penter- ‘
jemah dan pelaksana kebijakan dituntut untuk lebih jeli dengan meningkatkan kom- 1
petensi sumber daya manusianya. Dalam mewujudkan perubahan yang sangat signifi- ,
kan dalam kebijakan tersebut tingkat responsivitas para implementor memang harus |
mampu melaksanakan berbagai pendekatan pada masyarakat. ]

Akhirnya penulis memberikan saran bahwa kemampuan merubah politik perlu dii- |
kuti juga dengan kemampuan para penterjemah dan pelakasana kebijakan, sehingga 1
masyarakat sebagai kkelompok sasaran lebih merasakan peran perubahan dalam kebi- ‘
jakan yang ada di seluruh Indonesia. '
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NEGAR

PERSPEKTIF POLITIK
DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan
cukup pesat di Indonesia, ini diperlihatkan dengan semakin tumbuhnya
lembaga-lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang bergerak
di bidang administrasi negara. Administrasi negara sendiri di Indonesia

memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pandangan.

Ada dua pandangan atau perspektif yang tertarik akan diangkat
dalam judul buku ini, perspektif pertama adalah perspektif manajemen
dan kedua adalah perspektif politik dan kebijakan publik. Dalam sudut

pandang manajemen sendiri administrasi negara ditempatkan
sebagai pelaksana dan pengeksekusi berbagai aktifitas di dalam negara,
sedangkan dalam perspektif politik dan kebijakan publik, administrasi
negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas
di dalam negara. Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang saling lengkap
melengkapi dari perkembangan administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini
- dengan berbagai perkembangan nomenklatur, mulai dari ilmu tata negara,
administrasi negara, administrasi publik dan yang sampai mutakhir ini
ilmu manajemen dan kebijakan publik. Perkembangan inilah yang
dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu, pandangan ini
di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchuck (2009) tentang core
ilmu administrasi negara antara lain hukum, politik dan menajemen,
perspektif ini juga didukung oleh Eran V. Gadot (2001) yang menuliskan
core ilmu administrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu
budaya dan sosiologi serta politik dan kebijakan publik. -
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